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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pidana dalam Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, penegakan sanksi pidana 

dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta hambatan 

yang dialami aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari 

data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, 

sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan 

wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornogafi, mengandung 

rumusan mengenai ketentuan pidana yang begitu lentur, sangat tergantung pada 

persepsi, dan dapat menimbulkan salah tafsir oleh penegak hukum di lapangan. 

Proses penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Pornografi di Boyolali 

berjalan tidak begitu efektif, peredaran pornografi di tengah masyarakat banyak, 

namun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 hanya 1 (satu) kasus yang ditangani 

oleh Polres Boyolali. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak 

pidana pornografi adalah faktor Undang-Undang Pornografi, faktor aparat 

penegak hukum, serta faktor masyarakat. 

Kata kunci: pornografi, penegakan hukum, sanksi pidana. 

 

ABSTRACT 

The Purposes of this research are to determine the penal law policy in Act 

Number 44 of 2008 regarding Pornography, the establishment of penal sanction of 

the Act Number 44 of 2008 regarding Pornography, and also the obstacles which 

is has experienced by the law enforcer to establish the penal sanction to criminal 

offender of pornography. The method used in this research is empirical juridical 

with descriptive study. The data source consists of primary data source, interviews 

and secondary data source, legal data primary, secondary and tertiary. Data 

collected from literature study and interviews then analyzed qualitatively. The 

results showed that Act Number 44 of 2008 regarding Pornography, contains 

flexible formulations regarding of criminal definition, it is very depends on 

perception, and it could inflict misinterpretations by the law enforcer in the field. 

The process of law enforcement regarding to pornography in Boyolali runs not 

very effective, the circulation of pornographies content are plenty in society, but 

from 2012 until 2016 only 1 (one) case which is handled by Polres Boyolali. 

Factors that obstructing the implementation of law enforcement of pornography 

penal law are Act factor, law enforcer factor, and society factor. 

Keywords: pornography, law enforcement, penal law 
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PENDAHULUAN 

Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang 

toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah 

pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi 

tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya 

pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur 

masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi 

dan pornoaksi.
1
 

Delik pornografi merupakan salah satu delik yang paling sulit untuk 

dirumuskan, karena pandangan mengenai apa yang disebut mengenai porno, cabul 

dan asusila itu sangat bersifat subyektif dan relatif. Meski demikian, dikarenakan 

pengaruh pornografi yang buruk dan luas maka harus diatur dalam delik cermat 

dan tegas. 

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, selanjutnya 

disebut Undang-Undang Pornografi merupakan produk negara yang 

pengesahaannya melalui proses cukup panjang, sekitar 10 tahun. Inipun diawali 

dengan suatu rancangan dengan mengalami perubahan, sebelumnya adalah 

dengan nama Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dengan 

singkatan sebagai RUU APP. Dalam perkembangan kemudian nama rancangan 

itu menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi, dan selanjutnya melalui 

sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia disahkan dan ditetapkan sebagai 

Undang-Undang Pornografi.
2
 

Perdebatan mengenai pornografi di Indonesia ketika isu dan rancangan 

Undang-Undang Pornografi disiapkan memang demikian hangat, telah timbul 

suatu pandangan yang pro dan yang kontra dalam menilai, menafsirkan maupun 

merumuskan istilah serta makna dari pornografi dan pornoaksi. Selain itu juga 

persoalan pelarangan dan pembatasan masalah pornografi dan pornoaksi, yang 

pemaknaannya dikaitkan dengan masalah kebebasan dan HAM. Hal ini yang 

                                                           
1
Neng Djubaedah, 2003, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta Timur: 

Kencana, Hal.127. 
2
Firdaus Syam, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi, 2010, Dalam http://www.bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf diakses pada tanggal 

1 April 2016 Pukul 08:00 WIB 

http://www.bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf
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menyebabkan spirit dilahirkannya Undang-Undang Pornografi telah mengalami 

“kesalahpahaman” dan “distorsi” dari maksud dan tujuan dimunculkannya 

perundangan tersebut.
3
 

Dalam perjalanannya Undang-Undang Pornografi telah dilakukan uji 

materiil di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menghasilkan amar putusan berupa 

penolakan terhadap pasal-pasal yang diajukan. Meski demikian tidak seluruh 

hakim sependapat dalam putusan tersebut. Menurut Hakim Konstitusi Maria 

Farida dalam dissenting opinionnya menyatakan bahwa tidak ada kejelasan dalam 

Undang-Undang Pornografi tentang pengertian pornografi itu sendiri. Beliau juga 

menambahkan bahwa efektifitas dalam implementasinya masih perlu 

dipertanyakan. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai kerancuan dan 

pertentangan di antara pasal-pasal dan penjelasannya.
4
 

Meski demikian dengan dibentuknya Undang-Undang Pornografi, 

terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Undang-undang 

pornografi memberi batasan perihal pornografi, dan tidak memberi batasan 

mengenai tindak pidana pornografi. UU Pornografi merumuskan tentang macam 

atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Meskipun di dalam UU Pornografi 

tidak terdapat batasan pengertian tindak pidana pornografi. Berdasarkan jenis-

jenis tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam UU Pornografi tersebut, 

secara umum dapat diberi batasan. Tindak pidana pornografi adalah tindak pidana 

yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang 

dilarang oleh UU Pornografi dan diancam dengan pidana tertentu terhadap 

barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
5
 

Membuat dan memberlakukan Undang-Undang Pornografi pada dasarnya 

adalah untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah 

satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia. Sekaligus juga sebagai upaya 

pertahanan bangsa Indonesia terhadap pengaruh yang bertubi-tubi dari peradaban 

asing. Ditinjau dari nilai-nilai kesusilaan yang sebagian besar diadopsi dari 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 

5
Adami Chazawi, 2013, Tindak Pidana Pornografi: Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum 

Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi 

Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Malang: 

Bayumedia, hal. 3-4.  
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norma-norma agama yang dianut oleh orang Indonesia, banyak peradaban asing 

yang buruk. Sebagiannya bukan sekedar berlainan atau bertentangan, tetapi 

mengandung sifat destruktif. Misalnya peradaban barat free sex dan kumpul kebo, 

yang bagi masyarakat kita adalah suatu celaan yang berat.
6
 

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: 

Pertama, bagaimana kebijakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2008 tentang Pornografi. Kedua, bagaimana penegakan sanksi pidana dalam 

Undang-Undang Pornografi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali. 

Ketiga, hambatan-hambatan apa sajakah yang yang dialami penegak hukum 

dalam pelaksanaan penegakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pornografi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali. 

Untuk melihat lebih jauh bagaiamana penegakan hukum tindak pidana 

pornografi di wilayah hukum Boyolali, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang bertujuan Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pidana dalam 

Undang-Undang Pornografi. Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana 

dalam Undang-Undang Pornografi oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum 

PN Boyolali. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat 

penegak hukum  dalam penerapan sanksi pidana  terhadap pelaku tindak pidana 

pornografi di Boyolali. 

Manfaat penulis melakukan penelitian ini meliputi: pertama, manfaat 

teoritis yaitu, (a) mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana dan 

hukum acara pidana, (b) memberikan sumbangan referensi bagi ilmu hukum 

pidana dan hukum acara pidana dalam hal penerapan sanksi pidana dalam 

Undang-Undang Pornografi. Kedua, manfaat praktis yaitu, memberikan 

sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum maupun 

masyarakat tentang bagaimana proses beracara pidana, terutama dalam hal 

penanganan perkara pidana yaitu penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang 

Pornografi. 

 

 

                                                           
6
Ibid, hal.7 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis 

penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara 

dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 

pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis 

secara kualitatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan-Kebijakan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi 

 Undang-Undang Pornografi tidak memberi batasan pengertian tindak 

pidana pornografi. Undang-undang pornografi sekedar memuat batasan pornografi 

dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana terhadap 

barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut. Adapun menurut Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Pornografi, yang dimaksud Pornografi adalah gambar, sketsa, 

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, 

gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau 

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 

Berdasarkan 2 (dua) pengertian tersebut di atas, maka dapat diberi batasan 

tindak pidana pornografi adalah segala bentuk perbuatan mengenai dan yang 

berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, 

yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 

kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan oleh undang-undang pornografi 

dan diancam pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. 

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi diatur dalam Bab VIII, dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Dari 10 

(sepuluh) rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Pornografi, hanya Pasal 
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34 saja yang secara eksplisit menyebutkan unsur subyektif yaitu: dengan sengaja 

atau atas persetujuannya sendiri. 

Unsur subjektif merupakan unsur yang berkenaan dalam diri pelaku, yaitu 

suatu tindak pidana dilakukan dengan adanya keadaan psikis tertentu dari si 

pelaku. Hubungan psikis (sikap batin) si pelaku dengan perbuatannya 

menggambarkan tentang kesadaran (keinsyafan si pelaku dalam melakukan 

perbuatan. Apabila si pelaku menyadari (menginsyafi), dalam arti menghendaki 

perbuatan tersebut, maka disini ada keadaan batin yang berupa kesengajaan 

(dolus). Sebaliknya, apabila si pelaku tidak menginsyafi, dalam arti tidak 

menghendaki perbuatan (secara yuridis), maka dalam hal ini sikap batin yang ada 

adalah berupa kealpaan (culpa).
7
 

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kata sengaja atau dengan 

sengaja, namun Namun demikian adanya kata kerja berimbuhan me- semisal: 

memproduksi, membuat, memperbanyak dan lain-lain, maka pelaku dianggap 

telah menyadari bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang 

oleh undang-undang. Dan secara otomatis, pelaku dianggap wajib bertanggung 

jawab atas perbuatannya. 

Dikarenakan tindak pidana pornografi merupakan delik dolus, maka dalam 

melakukan perbuatannya harus disengaja. Meskipun unsur sengaja tidak perlu 

dibuktikan, karena tidak dicantumkan dalam rumusan. Namun, sebagaimana 

tindak pidana dolus, maka sebelum perbuatan dilakukan, si pembuat memiliki 

pengetahuan bahwa dengan perbuatan yang hendak dilakukannya, akan 

menghasilkan barang pornografi yang dimaksud. Apabila tidak memiliki 

pengetahuan semacam ini, maka orang tersebut tidak boleh dipidana. 

Berkaitan dengan hal ini, dalam Pasal 31 Undang-Undang Pornografi 

terdapat kata “meminjamkan”. Hal ini memuat permasalahan hukum yang baru. 

Terkait dengan kondisi apabila seseorang meminjamkan suatu media data kepada 

kawannya, yang tanpa ia sadari hal tersebut memuat Pornografi. 

Aparat penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa hal tersebut 

dilakukan tanpa ketidaksengajaan, walaupun masih menutup kemungkinan untuk 

                                                           
7
 Moeljatno, 1985, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. Hal.  64 
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dijerat dengan menggunakan unsur culpa atau kelalaian. Namun demikian, bila 

benar-benar bisa dibuktikan bahwa ia benar-benar tidak sengaja meminjamkan, 

dalam proses Penyidikan, adalah bijaksana bila perkara tersebut tidak diteruskan. 

Dalam satu pasal, bisa terdapat lebih dari satu macam perbuatan yang 

dilarang, namun dengan adanya kata penghubung “atau” yang memisahkan 

perbuatan tersebut, maka harus dipahami bahwa salah satu perbuatan saja yang 

dilakukan oleh si pelaku dapat dijerat pidana oleh pasal tersebut.  

Orang dilarang melakukan tindak pidana pornografi yang secara eksplisit 

memuat:
8
 (a) Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang. 

Persenggaman merupakan kata lain dari persetubuhan yaitu perbuatan 

memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin perempuan. Sedangkan 

persenggaman yang menyimpang yaitu persenggaman yang dilakukan di luar 

kebiasaan orang bersenggama, seperti homoseksual, lesbian, anal seks, oral seks 

dan lain-lain; (b) Kekerasan seksual, kekerasan yang dimaksud ialah kekerasan 

(penganiayaan) yang mendahului persenggaman atau mencabuli dengan paksaan 

atau pemerkosaan; (c) Masturbasi atau onani, yaitu perbuatan merangsang organ 

alat kelamin dirinya sendiri dalam usahanya memperoleh kepuasan seksual atau 

menyalurkan nafsu syahwatnya;  

(d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. 

Ketelanjangan artinya tampak tubuh orang tanpa ditutupi oleh pakaian atau tidak 

berpakaian, sedangkan tampilan yang mengesankan ketelanjangan adalah suatu 

kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan 

alat kelamin secara eksplisit; (e) Alat kelamin, artinya tampak jelas atau gamblang 

organ tubuh manusia yang digunakan untuk  mengadakan hubungan kelamin; atau 

(f) Pornografi anak, adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau 

yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. 

Di dalam Pasal 37 Undang-Undang Pornografi, terdapat ketentuan tentang 

larangan perbuatan yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek 

tindak pidana pornografi. Keterlibatan anak di dalam tindak pidana pornografi 

merupakan tindak pidana yang diperberat sehingga ancaman hukumannya 

                                                           
8
 Lihat Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi 
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ditambah 1/3 dari pidana pokoknya. Apabila dilihat dari latar belakang 

ditetapkannya anak sebagai dasar pemberatan, ditujukan untuk melindungi 

kepentingan hukum anak yang lebih besar daripada orang dewasa. 

 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.
9
 Sementara penegakan hukum pidana sendiri merupakan upaya untuk 

tegaknya norma-norma hukum pidana secara nyata. Hukum pidana menurut Van 

Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam 

kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang 

bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa 

(penderitaan) kepada yang melanggar tersebut.
10

 

Dalam penegakan hukum tindak pidana pornografi di Boyolali, penyidik 

Polres Boyolali mengadakan penyidikan berlandaskan Undang-Undang 

Pornografi serta hukum acara pidana pada umumnya. Ada beberapa tahap 

kegiatan yang harus dilakukan penyidik untuk mengungkap suatu kasus 

pornografi. 

Sebelum penyidikan dilakukan, polisi ketika pertama kali menerima laporan 

atau aduan dapat melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan dilakukan 

oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana guna menentukkan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
11

 Di dalam organisasi 

kepolisian sama maksudnya dengan istilah reserse yang sering dipakai. Tugasnya 

terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang 

                                                           
9
Jimmly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam Jurnal Hukum Online, 2006, 

http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download  diunduh 26 September 2016, pukul 

20:15.   
10

 Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: UMS Press. Hal. 21 
11

 Lihat Pasal 1 angka 5 KUHAP 

http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download%20diunduh%2026%20September%202016
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dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk 

mendahului penyidikan.
12

 

Menurut Fatmawati, anggota Subnit PPA (Perlindungan Perempuan dan 

Anak) Polres Boyolali, bahwa untuk tindak pidana pornografi di wilayah Boyolali 

jarang sekali mendapatkan laporan mengenai perkara tersebut. Terakhir Polres 

Boyolali menangani kasus pornografi pada tahun 2012. Itupun karena diketahui 

secara tidak sengaja oleh anggota Polsek Ngemplak yang membuka handphone 

salah seorang warga yang tengah pesta miras.
13

 

Setelah diketahui adanya tindak pidana pornografi, maka polisi 

meningkatkan dari status penyelidikan menjadi penyidikan untuk menemukan 

tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya.
14

 

Oleh karena yang dimaksud dengan tindakan penyidikan itu merupakan 

serangkaian tindakan upaya paksa antara lain dimulai dari tindakan pemanggilan 

dan pemeriksaan saksi, tersangka, ahli, penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan dan lain-lain. Untuk itu sejak saat penyidik mulai melakukan salah satu 

tindakan upaya paksa, maka penyidik wajib segera mengirimkan SPDP kepada 

penuntut umum disertai lampiran berupa laporan polisi/surat pengaduan. Hal ini 

dilakukan bertujuan untuk hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dan 

penuntut umum antara lain dilakukan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi.
15

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari tahun 2012 hingga 

sekarang di Polres Boyolali baru menangani 1 (satu) kasus yang ditangani polisi 

yang sampai diputus oleh pengadilan. Kasus tersebut diketahui oleh anggota 

Polsek Ngemplak secara tidak sengaja.  

                                                           
12

 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 119 
13

 Fatmawati, Anggota Subnit PPA Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Kamis 18 

Agustus 2016, Pukul  10.30 WIB. 
14

 Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 

Lihat juga, Tindakan Penyidikan, HMA Kuffal, 2010, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, 

Malang: UMM Press. Hal. 173. 
15

 Ibid, hal. 174 
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Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 WIB, 

tiga anggota Polsek Ngemplak melakukan patroli di sekitar waduk cengklik. 

Mereka melihat segerombolan pemuda tengah bergerombol dan menduga sedang 

mabuk-mabukan. Ketika melihat petugas datang para pemuda tersebut langsung 

kabur dan handphone salah satu pemuda tersebut jatuh dan tertinggal. Handphone 

yang terjatuh tersebut kemudian diperiksa isinya oleh polisi dan diketahui bahwa 

terdapat foto dan video porno yang diperankan oleh Totok Purwanto dan 

Pasangannya **********.
16

 

Dalam perkara in casu, sebenarnya tidak ada kendala yang berarti ketika 

polisi melakukan penyidikan. Untuk pembuktiannya polisi berhasil mendapat alat 

bukti saksi, yaitu berdasarkan saksi dari anggota Polsek Ngemplak yang 

menemukan kasus ini. Serta saksi kunci yang diperoleh dari cara memisahkan 

kedua berkas perkara dari para pelaku (pasangan dalam video) tersebut, sehingga 

mereka bersaksi satu sama lain. Kemudian tersangka pun tidak berbelit dan 

mengakui perbuatannya ketika dilkukan pemeriksaan. 

Barang bukti berupa handphone yang digunakan oleh pelaku untuk 

merekam disita dan dianalisis oleh saksi ahli Christina Herman Sayekti dari 

Lembaga Sensor Film Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dimana ahli 

menjabat sebagai pengawasan dan pengendalian hasil penyensoran film dan 

video. Sehingga pelaku dijerat Pasal 34 Undang-Undang Pornografi mengenai 

larangan menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. 

Namun setelah kasus tersebut selesai proses hukumnya, nampaknya belum 

ada kasus pornografi lain yang ditangani oleh Polres Boyolali. Meskipun tidak 

diketahui pasti amgkanya, peredaran konten pornografi sangat banyak ditengah 

masyakat. 

 

Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pornografi      

Dihubungkan dengan teori Soerjono Soekanto
17

, adapun faktor-faktor yang 

menghambat penegakan hukum pornografi adalah: 

                                                           
16

 Lihat Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2012/PN.Bi. 
17

 Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

Rajawali. Hal. 5 
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Pertama, faktor undang-undang. Dalam satu pasal ketentuan tindak pidana 

Undang-Undang Pornografi bisa terdapat lebih dari satu perbuatan, misalnya 

Pasal 29 yang mencantumkan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menyebarluaskan dan lain sebagainya. Hal ini bisa berakibat tumpang tindih satu 

perbuatan dengan lainnya. Antara memproduksi dengan membuat, antara 

memperbanyak dan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan 

memperjualbelikan. Akibatnya pada suatu kasus tertentu dapat diterapkan dua 

atau tiga perbuatan sekaligus.
18

 

Terdapat rumusan pasal-pasal yang mengandung definisi yang begitu lentur, 

sangat tergantung pada nilai, persepsi, konteks, imajinasi dan lain lain; yang 

intinya sangat sulit untuk ditarik sebuah garis tegas atasnya. Apalagi kalau mau 

diterjemahkan ke dalam sebuah produk hukum. Inilah yang jadi masalah dengan 

Undang-Undang tersebut. Pasal-pasal tersebut menimbulkan kerancuan sehingga 

berpotensi menimbulkan multitafsir. 

Kedua, faktor aparat penegak hukum. Salah satu keberhasilan dalam 

penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian dari penegak hukumnya. Hal ini 

dikarenakan apabila penegak hukum memiliki sikap yang profesional dan 

bermoral baik maka tentu saja akan menegakan hukum dengan baik dan 

sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila penegak hukum tidak memiliki sikap 

yang profesional, maka tentu saja kaidah hukum tersebut tidak dapat ditegakan 

dengan sebagaimana mestinya.
19

 

Yang menjadi kelemahan sulitnya menegakan hukum pornografi adalah 

terbatasnya jumlah personil aparat penegak hukum dibanding luas wilayah 

Boyolali. Serta sulitnya mendatangkan saksi ahli yang berkompeten untuk 

menganalisa media yang diduga bermuatan pornografi, karena penyidik sendiri 

tidak menguasai bidang tersebut. 

Ketiga, faktor Masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran 

hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik 

                                                           
18

 Adami Chazawi, 2013, Tindak Pidana Pornografi:...., Op.Cit, hal. 136 
19

 Rizki Oktavia, Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Gambar 

Pornografi Polwan Polda Lampung Melalui Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan No. 

09/Pid.Sus/2014/PN.TK), dalam Jurnal Hukum Online, 2015, 

http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/507/454 diunduh pada tanggal 26 

September 2016, Pukul 19:47. 

http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/507/454
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pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum 

masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang 

dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang 

hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.
20

 

Sayangnya, kesadaran hukum masyarakat Boyolali terkait hukum 

pornografi masih rendah. Sering kali teknologi berupa handphone, kamera, dan 

gadget lain yang dimiliki masyarakat disalahgunakan untuk mengakses hal-hal 

yang berbau porno. Serta masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana 

pornografi, cenderung tidak melaporkannya ke aparat penegak hukum. Hal ini 

dikarenakan, penyebaran konten pornografi telah menjadi kebiasaan, sehingga 

dianggap sebagai budaya di tengah masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Edi Warman, Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia, 

dalam Jurnal Hukum Online, 1 Mei 2012, 

http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1080/992 diunduh 26 September 2016, pukul 

20:04. 

http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1080/992
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi 

terkandung kebijakan-kebijakan pidana untuk menjerat pelaku tindak pidana 

pornografi. Ketentuan-ketentuan mengenai hukum pidana materiil Undang-

Undang Pornografi terdapat 10 (sepuluh) pasal, yaitu dari Pasal 28 sampai dengan 

Pasal 38. Rumusan di dalam pasal-pasal tersebut dinilai mengandung definisi 

yang begitu lentur, sangat tergantung pada nilai, persepsi, konteks, imajinasi dan 

lain lain, yang intinya sangat sulit untuk ditarik sebuah garis tegas atasnya. 

Apalagi kalau mau diterjemahkan ke dalam sebuah produk hukum. Hal ini 

menyebabkan kerancuan. Pasal-pasal yang rancu semacam ini akan mudah sekali 

ditafsirkan secara bebas oleh aparat hukum. 

Kedua, proses penegakan hukum pidana pornografi di Polres Boyolali 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di 

lapangan berjalan tidak begitu efektif. Peredaran pornografi di tengah masyarakat 

banyak, namun kasus yang ditangani oleh penyidik Polres Boyolali dalam periode 

2012 hingga 2016 hanya 1 (satu) kasus yang sampai diputus oleh pengadilan. 

Padahal Undang-Undang Pornografi telah merumuskan ketentuan-ketentuan 

mengenai tindak pidana ponografi dan hal ini merupakan landasan hukum bagi 

aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku.  

Ketiga, penulis menghubungkan faktor yang menghambat proses penegakan 

hukum pornografi dengan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Faktor-faktor 

penghambat dalam proses penegakan hukum tindak pidana pornografi di wilayah 

hukum Boyolali antara lain: (a) Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi masih memiliki kelemahan yang perlu dikaji 

secara serius. Undang-Undan Pornografi dalam rumusan tindak pidana pornografi 

bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi disalahtafsirkan. (b) Aparat 

penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor 

Boyolali jumlah masih terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah Boyolali. 

Selain itu, karena kurangnya pemahaman aparat tentang teknologi infomasi maka 

harus meminta keterangan ahli yang berada di luar Boyolali. (c) Masyarakat, 
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kesadaran hukum masyarakat Boyolali terhadap pornografi masih rendah. 

Seringkali masyarakat kurang bijak dalam menggunakan teknologi, sehingga 

mereka terjerumus untuk melakukan tindak pidana pornografi. Dan ada 

kecenderungan masyarakat tidak melaporkan adanya tindak pidana pornografi 

yang terjadi. Hal terakhir, dikarenakan penyebaran pornografi telah menjadi 

kebiasaan, sehingga dianggap sebagai budaya di tengah masyarakat. 

 

Saran 

Pertama, bagi pembuat undang-undang, diharapkan untuk mengkaji ulang 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi agar pasal-pasal yang 

rumusannya masih bersifat kabur dan rancu dapat segera diperbaiki. Hal ini untuk 

menghindarkan aparat penegak hukum dari kesalahan penafsiran ketika 

melaksanakan kewajibannya. 

Kedua, bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian diharapkan 

dapat menambah jumlah personil agar dapat menjangkau seluruh wilayah 

Boyolali yang luas. Selain itu juga dimohon aparat penegak hukum khususnya 

polisi untuk menambah wawasan di bidang teknologi dan informasi agar 

mempermudah dalam penyidikannya. Diperlukan adanya political will dan 

political action yang serius dari aparat penegak hukum untuk memberantas 

peredaran konten-konten yang bermuatan pornografi di Boyolali. Agar supremasi 

hukum dalam Undang-Undang Pornografi dapat benar-benar ditegakkan di 

masyarakat. 

Ketiga, bagi masyarakat, diharapkan untuk menambah kesadarannya 

terhadap bahaya pornografi yang dapat ditimbulkan, serta ikut berperan aktif 

untuk memberikan informasi apabila ada tindak pidana pornografi di sekitarnya, 

kepada aparat kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.   

 

Persantunan 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua saya tercinta atas doa, 

dukungan dan perhatiannya yang penuh kasih. Serta adik saya tersayang, keluarga 

besar, sahabat-sahabat penulis dan almamater.  
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